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LAMPIRAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN YANG DIGUNAKAN

WALTHOTA MAHASSAR
PROVINS] SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 84 TAHUN 3016

TENTANG

HEDUDUHKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIEOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peranturan
Daerah Kotn Makassar Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sosunan  Perangkat Daerabh  yang
mengamanahkan Eedodulan, susunan organisasi, togas
dan fungsi seria tata kerjn Peranglat Daemah diatur kebih
lanjut dengan Peratumn Walilkota, maka periu mengaiar
Kedudukan, susunan organisasi, toges dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pekerjaan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimann dimakosowd
pada hurd a, perhu ditetaplean dengan Peraturan Walikota
Makassar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (&) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang MNomor 29 Tabon 19589  tentang
Pembentukan Darrah-daerabh Tinglkeat 0 di Sulawes:
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
T4, Tambahan Lembaran Negam Republik Indomesia Nomar

L8,

4. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 30l4 tentang Aparatar
Sipil Negara (Lembamn Megara Republik [ndonesia Tahun
Hil4 Neomor &, Tambahan Lembaran Kegara Republik
Indonesia Nomor S4494];

4. Undang-Undang Nomor 23 2 Tabon 2004 tentang
Pemerintahan Daesrah  (Lembaran Negarn  Republik
Indonesia Tahun 3014 Nomer 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomaor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Eedua Atas
Undang-Undang HNomor 23 Tabunm 2004  tentang
Pemerintahan  Dasrah [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Mopmor 58, Tambahan Lembaran Negam
Indanesia Momor S679);

5 Undang-Undang MNomor 30 Tabun 2004 tentang
Adminisirasi Pemerintahan [Lembaran Negam  Repuhblikc
Indonesia Tahun 3014 Momor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S601);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Dasrah Kotamadya Maokassar dan
Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajens dan Eepulawan
dalam Lingkungan Dasrah Propinsi Sulawesi Selntan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomaor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun
1971 Nomor 2970§;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Kama Kota Ujung Pandang menjadi Kota
Makassar dalom Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
|Lembaran Megara Republik Indonesia 19959 Nomor 193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20016 tentang
Perangkat Daesrah [Lembaran Megara Republik Indonesin
Tabhun 301l& Momor 114, Tambahan Lembaman Negam
Republik Indonesia Nomaor 5887);

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Bomor B Talun 3016
tentang Pembentulan dan Susunan Perangkat Daerah
|Lembaran Daerah Kota Makassar Talhun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSEAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAHASSAR TENTANG
SERTA TATA EERJA DINAS PEEKERJAAN UBMTM.

BABR I
EETENTUAN UMUB

Pas=al 1

Dalam Peraturan ini yvang dimak=sudian dengamn:

1. Daemmh adalah Kota Makassar.

2. Kota adalah Eota Makassar.

3. Whaltkota sdalnh Walikota Makassar.

4. Pemernintah Daerah adalah Walikotn Makassar sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unesan pemerimtahan yang
menjadi kewenangan dasmah otomom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Dasmb yang selanuinya disingkat DPRED adalah
lembaga perwakilan rakyat dasrah yang berkedudulan sebagai unsur
penyelenggara Pemermtahan Dasrah.

. Perangkat Dasrah adalah unsur pembantu kepala dasmmh dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasrah_

7. SZatuan Eera Perangkat Doernh yang selanjuinya disingkat SHPD adalah
Perangikat Darabh Kota Makassar wyang menyelenggamakan  Unesan
Pemerintahan Daerah berdasarkan togas dan fungsinya.

8. Pemerintaban Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemeriniahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD memorit amas ofonomi dan Tougas Pembantwan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuwan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dipsar Negara Republik Indonesia Tabumn 1945,

9. Uresan Pemerintaban adalah kekmasaan pemerintahan yang menjads
kewenangan Presiden vang pelaksanaannya dilakukan cleh kementerian negara
dan penyvelenggara Pemenntahan Daerah untok melindungi, melayami,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyaralkat.

10 Sekretaris Daerah adalah Sekretarss Dasmh Kota Makassar.,

11. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Eotn Makassar.

12. Kepala Dinas adalah Eepala Dinas Pekergaan Umum Kot Makassar.

2
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13. Sekretariat adalah Sckretaniat pada Dinas Pelegaan Umum Eota Makassar

14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

15. Seksi adalah Sek=i pada Dinas Pekegaan Umum Kota Maloassar.

16, Bubbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum Eota Makassar.
17. Kelompaok jabatan fungsionnl adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas

Pekeraan Umum Kota Makassar yvang terdiri dar sejumlab tenaga fungsional
terfentu berdasarkan keahlian dan spesialisasimys yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaloo.

18. Unit pelaksana tekmis yang selanjuinya dismgkat UPT adalah unit pelaksana

il

(1)

Bagian Kesata
Keduduokan

Pasal 2

tekmis pada Dinps Pekerjaan Umum Eota Makassar yang melaksanakan
kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertento.

Dinas Pekerjpan Umum merupakan unsur pelaksana Unusan Pemerintahan di
bidang pekerjann wmum yang menjadi kewenangan Daemah.

[inas Pekerjaan Umum dipimpin olsh kepala dinas yang berkedudukan
bawnh dan bertanggung jawab kepada Wakikota melalui sekretanis Dasmah.

Bagion Kedua
Susunan Organisasi
Pazal 3

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umim, terdiri atas:

i.
b.

Kepala Dinas;
Sekretariat, terdm ains:

1. Bubbagian Perencanaan dan Pelaparan;
2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang.lalan dan Jembatan, terdin atas:

1. Zsksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2. Beksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3. Seksi.Jalan Lingkungan.

Bulang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, terdim atas:

1. Selksi Sanitasi dan Afr Bersih;

2. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah;

4. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemenntah.

Budang Pengelalann Sumber Daya Air dan Dramase, terdin atas:
1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase;

2. Zeksi Pemelibaraan Sumber Daya Air dan Drainase;
4. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase.

Budang Bma Tebnik, terdiri atms:

1. Ssksi Perencamaan dan Desaing
2. Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstrulosi;
3. Ssksi Pembinaan Jasa KEonstruksi

Kelompaok Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Teknis (UPT].

di
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(2} Bagan Strulkiur organisasi Dinas Pekerjpan Umum tercantum dalam Lampiman
sehagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walilota i

BAB I
TUGAS, FIINGSI DAN URAIAN TUOGAS

Hagian Kesatn
Eepala Ddnas

Pasal 4

(1] [Enpas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang pelkerjpan umum yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuwan yang ditugaskan kepada Dasrah.

i¥] Dhnas Pekerjann Umum dalam melaksanakan tugas sebagmimana dimaksad
pn.d.a. ayat [1), mrm-:l:n.gga.rn.'lﬂ.n fungsi:
. perumusan kehijakan  penyelenggaman Urusan Pemerintahan  bidang
pekerjann umum;
b. pelaksanaan kehijakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umom;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang
pekerjann umum;
d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintabhan hidang pekerjaan
LTI ;
e. pembinaan, pengoordinasian, pengelodaan, pengendalian, dan pengaasasan
progam dan kegiatan bidang pelerjaan umum;
f. pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas
dan fungsimm.

i3] Berdasarkan tugas dan fungsi sebagammana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

(2}, Dinas Pelerjaan Umum mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan dan melaksanakan kehijakan di dang pelkegaan vmm;

b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;

. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan
Zelretariat dan Hadang Jalan dan Jembatan, Bidang Prasarana dan
Bangunan Pemerntah, Bidang Pengelolnan Sumber Daya Air dan
Drainase, Bidang Bina Teknik;

d. merumuskan Bencana Sirategis (RENSTRA] dan Bencana Eerja (RERJA],
Indikator Kinerja Utama (IEU), Rencana Kerja dan Anggaran (REA|FREPA,
Dobkymen Pelaksanaan Anggamn (DPA)/DFPA dan Perjanjian Kinera [PE)
dinas;

e, mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyviapan permyusunan Laporan
Pertanggungjawaban (LEPJ] dan Laporan Akuntabilitas Einerja [nstansd
Pemerintah  (LAKIP)/ Sistemn  Akuntabilitns EKinerja Instansi Pemerintah
(SAKIF) Eota dan segala beniuk pelaporamn lninnya sesuai bidang tugasnya;

f. merumuskan Laporan Aluntabilitas Einerja [nstansi  Pemerintah
(LAKIPF) fSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF) dinas;

g merumuskan Standar Operasional Prosedur (30 dan Standar Pelayanan
(5P dinas;

h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas onganisasi
dan tata laksana:

L merumuskan kehbijakan di hidang penyelenggaraan jalan dan jembatamn,
prasarana dan bangunan pemernntab, pengelolaan sumber daya  air,
dramase dan bina teknilk;

j- melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan jalan dan
jembatan, prasarana dan bangunan pemerintah, pengelodaan sumber daya
mir, drainase dan hina tekmilk;
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1]

A

melaksanakan perencanaan dan  pengendalian  teknis  operasional
pengelalann keuangan, kepegaomian dan penguresan bamng milik Daerah
yang berada dalam penguasaamnya;

melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemetintah
Kpta seswal dengan bidang tugasnya;

mengeviliasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanalan  peratoran perundang-
undangan yang berkaitan dengan lngkup tugasnya schagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

memberikan saman dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya seswai dengan
Englup tugasnya. o . :
memhbina, membagi tegas, memben petunjuk, menilai dan mengevaliasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuwai
dengan ketentuan yang berlakos;

melaksanakan pemhinaan jabatan fungsonal;

melaksanakan pembinaan unit pelaksana telois;

menyampaikan laporan hasi pelaksanaan tugas kepada walikoia melalu
sekretaris Dasrah;

. melaksanakan tugas kedinasan lannya yang diberikam aleh walikota_

Bagian Kedua
Bekretariat

Paszal §

Selkretariat mempunyai tugas melaksanalkan kpordinasi pelaksanaan tugas,
pemhinaan dan pelayanan admmistrasi kepada semma uni organdsasi di
lingkungan dinas.

Selretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
mm].lrl:umnnh.n fungsi-

perencanann operasional uresan perencanpan dan pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian;

pelaksanaan wrusan perencanaan dan pelaporan, kewangan, umum dan
kepegnwaian;

pengoardinasian umisan perencanaan dan pelapomn, keuangan, umum
dan kepegawniamn;

pengendalian, evahiasi dan pelaporan unesan perencannan dan pelaporan,
kruangan, umam dan kepegawaian;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait fugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimakswud pada ayat (1] dan ayat
(2}, Sekretariat mempunyai uraian fMagms:

k.

mierencanakan, menmyesun dan melaksanakan program dan kegiatan
Sekretariat;
melaksanakan penyusunan kebijakan feknis wrusan perencanaan dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawasan;
mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas Subbagian Perencanaan  dan
Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawasan;
menghimpun  dan menyusun babhan HRencana KRerja dan  Anggaran
(REA)REPA, [h:]nlmmPﬂnJun:unnﬁngpmﬂ (DPA]f DPPA Sekcretariat;
mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dobkumen
Pelaksanaan Anggarmn (DF4) DPFPA Seloetariat;

mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusuman Bencana Strategis
(RENSTHA) dan Bencana Kerja (EENJA), Indilator Einerga Utama ([KELU],
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Rencana Eerja dan Anggaran  (BERKA)REKPA, Dokumen Pelaksamaan
Anggaran (DPA]/DPPA dan Perjanjian Kinea [PE), Laporan Akuntabdlstas
Kinega Instansi Pemerintah [LAKIF)/ Sistem Aluntabilitas Kinerja [nstansi
Pemerintah [SAKTP) dinas;

g mengoordinasikan setinp  bidang dalam peoyusunan laporan dan
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelegaan wmum;

h. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyviapan hahan pemyusanan
Laporan Penyelenggaman Pemerintahan Daerah (LPPDY, Laporan
Keterangan Pertanggungawaban [LERT) dan Laporan Alumtabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah [LAKIP)Sistern Aluntabilitas  Einerja  [nstamsi
Pemerintah [SAKIF) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya seswai
bidang tugasnya;

L mengoordinasikan setiap bidang dalam penywesunan Standar Operasional
Prosedur [20F] dan Standar Pelayanan (SH dinas;

j- mengoordinasikan setinp bidang dalam pembinaan dan pengembangan
kmnpasitas organisasi dan tata laksana;

k. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta wnesan kehumasan,
dokumentasi dan protokoler dinas;

L mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencarn alternatif pemecahannya;

m. mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan perundangs
undangan yvang berkmitan dengan lmgioup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

n. memberilkan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

0. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingloup dinas;

p. membagl tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawmhan agar pelaksanaan tugas dapat beralan lancar sesual dengan
keteniuan yang berlalos;

0. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada

ALRsan;
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikam olsh atasan.
Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal &

il] Swubbagiam Perencannan dan Pelaporan mempunyai  fogas  melaloakan
penyiapan baban koordinasi dan penyesunan rencana program kegja,
manitoring dan svaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dam kegiatan
dinas.

i¥] Subbagiam Perencanaan dan Pelaporan dalam  melaksanakan  tugas

sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), menvelenggarakan fungsi:

a. perencanann kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanann kegiatan di bdang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. pembagian tegas dan mengontrol pelaksanaan  kegiatan di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporamn;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkmit tugas dan
fungsinya.

(1] Berdasarkan tugas dan fungsi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
2}, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyal uraian tugas:
a. merencanakan, menyoesun dan melaksanakan program dan kegiatan
Zubbagian Perencanaan dan Pelaporan;
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menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (REA)/EEPA, Dofoumen
Pelaksanaan Anggaran (DPFA)/DPPA  Subbagian Perencanaan  dan
Pelaporan;

melaksanakan Dokumen Pelaksamaan Anggaran (DPA)FDPPA Subbagian
Perencanann dan Pelaporan;

menghimpun bahan dan memyusun Bencana Strategis (RENSTRA] dan
Rencana Eerja [RENJA), Indikator Kinecja Utama [[KU], Bencana Kerja dan
Anggaran [RKA)/RKPA, Dolumen Pelaksanaan Anggaran {OFA)/OPPA dan
Perjanjian Kimerja (PR} dinas;

menghimpun bahan dan menyusun Laporan Aluntabilitas Kinerga [nstansi
Pemerintah  (LAEIP)) Sistermn  Akuntahbilitns Kinerja [nstansi Pemerintah
(SAKIF) dinas;

menyiapkan bahan peryusunan bporan dan pensrapan Standar
Pelayanan Minimal |[SPM] di hidang pekerjaan umm;

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPDY, Laporan Keternngan Pertanggungjawaban (LEPJ) dan
Laporan Aluntabilitas Kmera Instansi Pemerintah  [LAKIF) /Sistem
Almintabilitas Kinega Instansi Pemerintah [SAKIF) Koda dan segala bentuk
pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnva;

menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Bencana Hema
dan Anggamn (REA)fEEPA, Dokumen Peloksanaan Anggaran (DPA) S DFPA
dar setiap hidang untuk dikoordinasikan demgan Perangkat Daerah
ferkcait:

menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang
sehagai bahan evahiasi;

mengsvaluasi pelaksannan tugas dan menginventarisasi permasalnhan
dilinglup tugasmya setia mencari alternatifl pemecahanmoya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan perundang:
undangan yvang berkmitan dengan lmgkup tugesnya sshagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membag tugas, member petunjuk, meniai dan mengevahias: hasil kera
bawmhan agar pelaksanaan tugas dapat bemalan bncar sesuai dengan
ketentuan yang berlakas;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatauw kegiatan kepada
atnsan;

melaksanakan mgas kedimasan lam yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbagian Kenangan

Pasal T

Subbagian Heuangan mempunyai tugas melabkukan administras: dan
aluntansi keuangan.

dalam melalksamakan tugas sebagaimana dimaksod

Subbagian Eruangan
-:I.nln:u ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

I:|.

[ =

d.

perencanann kegiatan di bedang administras: dan akuntansi h::ua.n.ga.n
pelaksanann kegiatan di bidang adminestrasi dan akuntamnsi

pembagian tugas dan mengontrol  pelalksanaan I:E-Elltﬂ.llthldﬂﬂE
administrasi dan aluntans kenangan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh atasan terkamit tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat
2}, Subbagian Keuangan mempunyal urnian figas :
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a. merencanakan, menyusun dan melaksanalkan program dan kegiatan
Zubbagian Keuangan;
b. menyusun bahan Rencana Eerja dan Anggaran (REA)fEEPA, Dolkoumen

Pelak=anaan .H.n.mnn.n (P4 DPPA Subbagian Keuangan;
c. melaksanakan Dokumen Pelaksamaan Anggaran [DPA)fDPFPA Subbagian
Kruangamn;

d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi kewangan di Engiosp
dinas sesuai dengan peraiuran perundang-undangan yang berlaku;

e. mensfitl dan memyverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayvaran (SPP)
dan dokumen pencairan anggaman lainnva sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyiapkan dan menerhitkan Surat Permtah Membayar (SPM) mglosp
dinas;

g menyusun s=gala beniilk pelapormn kenangan Engioep dings sssuai dengan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku;

h. mengevaluasi pelalksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya setta mencari alternatif pemecahanmya;

L mempelajari, memahami dan  melaksanalkan  peraturan perundang:
undangan yang berkaitan dengan lingkwp tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

j- memberilan saran dan pertimbangan telmis kepada atasan;

k. membagi tugas, memberi petunjuk, meniai dan mengevaluasi hasil kerja
bawmhan agar pelaksanann tugas dapat begalan lancar seswai dengan
ketentuan yang berlaks;

L menyampaikan laporan pelaksanaan tuges danfatau kegiatan kepada

atasan;
m. melaksanakan tugas kedinasan kaim yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Sobbagian muam dan Kepegawaian
Pasal 8

il] Swbbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tegas melaluiban unesan
umum, penatavsahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan,
dolumentasi dan inventarisasi barang serta adminisiras: kepegawaian.

(¥ Swubbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksamakan tugas sehagaimana
dimalesud dalam ayat (1], menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiafan urusan umam, penatausahasn surat menyurat,
urusan numah tangga, kehumasan, dofumentasi dan inveniansasi barmng
serta administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan kegmatan wrusan umum, penatausahaan surat meoyurat,
urusan mumah tangga, kehumasan, dofwmentasi dan imventarisasi barang

seTta administrasi kepegawaian;

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan wrusan wmum,
penatausahaan surat memyurat, vmsan rumah tangga, kehumasan,
dolumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberkan oleh atasan terkmit gas dan
fungsinya.

i3] Berdasarkan tugas dan fungsi sehagamana dimaksiod pl-l:'i. ayat (1) dan ayat
2}, Subbagian Unmum dan Kepegawmian mempunyai uraian tugas -
a. merencanakan, memyosun dan melaksanalkan program dan  kegiatan
Zubbagian Umum dan Kepegawaian;
b. menyusun bahan Rencana Eerja dan Anggaran (REA)fEEPA, Dolkoumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)fDPPA Subbagian Umum dan Kepegawasan;
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c. melaksanakan Dodoumen Pelaksamaan Anggaran [DFA)fDFPA Subbagian
Urmum dan Eepegammian;

d. mengatur adminisirasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar
sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;

e, melaksanakan vrusan pdmmistras kepegawmian di lingloop dinas;

f. meminta dan menganalisn rencana kebutnhan barang unit dan sedap

hadang;

g membuat daftar kebutuhan barang dan rencann tmhuman barang wmit;

h. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;

i melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistmbusian bamang di
lingkup dinas;

j- melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lamnya tentang
harang mventaris Dasrah;

k. melaksanakan tugas kehumasan dan protokaler dinas;

L menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SO
dan Standar Pelayanan (SF) dinas;

m. menyiapkan bahan pembimpan dan pengembangan kapasitas organisasi
dan tata laksana;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi  permasalahan
dilinglkup tugasmyn serta mencari alternatd pemecahannyn;

n. mempelajari, memahami dan  melaksanakan  peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lmghup fugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

p. memberilan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

. membag tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kegja
bawmhan agar pelaksanann tugas dapat begjalam kancar seswal dengan
ketentuan yang berlak;

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada
atasan;

5. melaksanakan tugns kedinasan lain yvang diberikan oleh atasan.

Bagian Hetiga
Bidang Jalan dan Jembatam

Fasal 9

Bidang Jalan dan .Jembatan mempunyal tugas menyusun, melaksanakan dan
mengoordinasikan kehijakan pembangunan, pemefiharaan jalan dan jembatan
serta jalan lingloumgan_

Bidang .alam dan .Jembatan dalam melaksannkan tugas sebagamana

dimaksud dalam ayat (1], menyelenggaralkan fungsi:

n. perencanann kegiatan operassonal di bidang jalan dan jembatan;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;

c. pengrardinasian pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan pembatan;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegintan di bidang
jalan dam jembatan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sehagammana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

(2}, Bidang Jalanan dam Jembatan mempumnyai uroinmn togas:

n. merencanakan, memyusun dan melaksanakan program dan  kegintan
Budang .Jalan dan Jembatam;

b. menghimpun dan menyusun bahan HRencana Kerja dan  Anggaran
(RKA)/BEPA, Dolkbumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Badang Jalan
dan Jembatan;
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c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dolormen
Pelaksanann Anggaran (DPA)f DPFPA Bidang .Jalan dan Jembatan;

d. menyusun hbahan perumusan, pelaksanaan dan pengloordinasian
kebijalkan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
setia jalan lmgkungan dan bangunan pelengkap jalan;

£. melaksanakan pengukuran dan pendataan dalam rangka pembangunan
dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta  jalan lmgkingan dan
bhangunan pelengkap jalan;

f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta
jalan lingkungan dan bangunan pelenglkap jalan;

g- melaksanakan evaluasi terhadap  pelaksannan pembangunan dan
pemelibaraan jalan dan jembatan serta jalan Ingkumgean dan bangunan
pelengkap jalan dalam rangka penyusunan rencana selanjuinya;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencan alternatif pemecahannyas

i mempelajari, memahami dan melaksanalkan  peraturan perundang:
undangan yang berkmitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

j- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k. membag tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kegja
bawnhan agar pelaksanaan tuges dapat berjalam lancar sesiai dengan
keteninan yang berlak;

L menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatauw kegiatan kepada
mtnman;

m. melaksanakan tugas kedinasan laimnya yang diberikan aleh atasan.

1
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 10

il] Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fugas melakulkan
pendataan dan penyiapan administrasi telknik peninglkatan dan pembangunan
jalan dan embatan s=ria bangunan pelengiapnya.

(¥ Seksi Pembangunan .Jalam dan Jembatan dalam melaksanakan  ages

sehagaimana dimaksud dalam ayat (1], menyelsnggaralan fungsi:

n. perencanaan kegiatan di badang pembangunan jalan dan jembatang

b. pelaksanann kegiatan di bidang pembanguman jalan dan jembatan;

c. pembagian tugas danm mengontrol pelaksanaan kegiatan di  bidang
pembangunan jalan dan jembatan;

d. pelaksanann fungsi lain yang diberiknn ocleh atasan terkmit tugas dan
fungsinyva.

il] Berdasarkan tugas dan fungsi sebagamana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

(2}, Selk=i Pembangunan .Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas :

. mersncanakan, menyesun dan melaksanalkan program dan kegiatan Seloss
Pembangunan Jalan dan Jembatan;

b. menyusun bahan Eencana Kerja dan Anggaran (BEA)fREEPA, Doloumen
Pelaksanaan Anggaran [DPA)/DPPA  Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan;

c. melaksanakan Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DP&)/DPPA  Selsi
Pembangunan Jalan dan Jembatan;

d. melaksanakan pengukuran dan pendataan dalam rangks peningkaitan dan
pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya;

e. melaksanakan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta
bangunan pelengkapnya;
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f. melakukan evaleasi tethadap pelaksanaan penimgiatan dan pembangunan
jalan dam jembatan serta bangnman pelengkapnoyas

g menyinpkan administrasi teknik  pelaksanaan  peningkatan dan
pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelenghkapoya;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisas: permasalahan
dilinglkup tugasmya setta mencari alternatd pemecahanmy;

L mempelajari, memabami dan melaksanakan  peraturan perundang:
undangan yang bermitan dengan lngioup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

j- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k. membagi tugas, memberi petunjuk, meniai dan mengsvahliasi hasil kega
bawmhan agar pelaksanaan tugas dapat beralan lancar seswuai dengan
ketentuan yang berlalmn;

L menyampaitkan laporan pelaksanaan tugas danfataw kegiatan kepada
Atnman;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Zeksl Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
FPasal 11

Sel=i Pemelihaman Jalan dan Jembatan mempunyai tgas melalukan
pendatnan dan penyiapan admindstras: teknik  pemelihamaan jalan dan
jembatan serta bangunan pelengkapnya.

Selk=i Pemebiharaan WJalam dan Jembatan dalam melaksanakan tugas

lehngnmmdm:huddﬂmng.mtﬂl] mnjﬂ:rlggnnhnﬁm.gu
perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pemelihaman jalan dan
Jembatam;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemefiharaan jalan dan jembatan;

c. pembagian tugas dan mengontrol pelalsanaan kegiatan di bidang
pemeliharaan jalan dan jembatan;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberkan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagammana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

2}, Sek=i Pemelibaraan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tngas:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b. menyusun balan Rencana Kera dan Anggaran (REA)JEEPA, Doloomen
Pelak=anaan Anggaman (DPA)/DPPA  Seksi Pemefiharaan Jalan dan
JJembatan;

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA)/DPPA  Seksi
Pemeliharann Jalan dan Jembatan;

d. melaksanakan penguluran dan pendataan dalam remgka pemelihamaan
jalan dam jembatan serta bangunan pelengkapoya;

e. melaksannkan pemeliharaan  jalan dan  jembatan  serta  bangunan
pelengkapnya;

f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan  dan
Jembatan serta bangunan pelengioapmn;

g- menyiapkan adminisiras: teknik pelaksanaan pemeliharaan jalan dan
jembatan serta bangunan pelengleaprya;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilinglmp tugasmya setta mencari alternatd pemecahanmya;

L mempelajari, memabami dan melaksanakan  peraturan perundang-
undangan yvang berkamitan dengan lngkup tugasnya schagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

j- memberikan saran dan perfimbangan teknis kepada atasan;
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k. membag tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kema
bawnhan agar pelaksanaan tugas dapat beralan lncar sesual dengan
ketentuan yang berlaku;

L menyampaikan laporan pelaksannan tugas danfataw kegiatan kepada

atasan;
m. melaksanakan tugas kedinasan lam yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Seksi Jalan Linglungan
Pasal 13

Sel=i Jalan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pendataan  dan
penyiapan adminisirasi teknik peningkaton, pembangunan dan pemelthaman

jalan lingkungan serta bangunan pelengkapnya.

Selmi Jalan Linglungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimabosad
dalam ayat (1}, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan di bidang jalan lingkungan;

b. pelaksanann kegiatan himbmgan di hidang jalan lingkungan;

c. pembagian l'ug.n: dan mengontrol pelaksanasan kegiatan di hidang jalan

lingkungan

d. p:la.hann.mfungulnmynngd:h:nhnn& atasan terkmit tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

2), SeksiJalan Linglungan mempunyad uraian tegns -

a. merencanakan, memyusun dan melaksannkan program dan kegiatan Selkosi
Jdalam Lingloumgan;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (REA)SREPA, Doloumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Jalan Linglningan;

c. melaksannkan Dofkumen Pelaksanpan Anggaran (DPA)fDPPA Selksi Jalan
Lingkungan;

d. menyiapkan gambar sige plan terhadap knwasan yang diprogramican uniuk
peningkatan kualias Ingkungan permukiman;

e melakukan pendataan prasarana jalan lngkumgan  dalam
menunjang ketersediaan data dan informasi prasarama jalan Engkungan;

f. melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemelibaraan  prasamna
jalan fingkungan dan sahiran dramase inglungan permukiman;

g mengevaluast pelaksanaan tugas dan menginventansas: permasalaban
dilingkup tugasnva serta mencari alternatid pemecahannya;

h. mempelajari, memabami dan melaksanakan  peraturan perundang-
undangan yang berkmitan dengan lingkwp tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

i memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j- membagl tugas, membert petunjulk, menilai dan mengevahiasi hasil kerja
bawnhan agar pelaksanaan tugns dapat beralan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlalo;

k. menyampaikan laporan pelaksannan tugas danfataw kegiatan kepada

Atnsan;
L melaksanakan tuges kedinasan bam yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat
Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah
Fasal 13

Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah mempunyai tugas menyusun,

melaksanakan dan mengoordmasikan kehijakan prasamna dan bangunan
pemerimtah.
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Bidang Prasarana dan Bangnnan Pemerintah dalam melaksanakan tugas

sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), menvelsnggaralkan fungs:

a. perencanaan kegiatan operasiomal di bidang prasarana dan bamguman
pemeriniah;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerimtah;

c. pengoardinasian kegiatan di hidang prasarama dan bangunan pemenntah;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di hidang prasamna dan
bangunan pemerintah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tngas dan fungsi sshagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

2}, Bidang Prasarana dan Banguman Pemerintah mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan, memyoesun dan melaksanakan program dan  kegiatan
Hulang Prasarana dan Bangunan Pemerintah;

b. menghimpun dan menyusun bahan HRencana Kerja dan Anggaran
(RKA)/EEPA, Dolbumen Pelaksanpan Anggamn [DPA&)/DPPFA  Bidang
Prasarana dan Bangunan Pemerintah;

. mengoordinasilan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Doloomen
Pelak=zanann Anggamn (DPA/DPPA Bidang Prasarana dan Banguman
Pemeriniah;

d. menyusun  bahan perumusan,  pelaksanasan dan pengloordinasian
kehijakan di hidang pembangunan dan pemelihamman prasarama air bersih,
prasarana sanitasi dan bangunan gedung pemerimtah;

e. melaksanakan pendataan prasarana air bersih, prasarana sanitas: dan
bangunan gedung pemerintakh;

f. melaksanakan pembangunan dan pemelihamman pasamna air bersih,
prasarana sanitasi dan bangunan gedung pemermtahs;

g melaksanakan evaluasi  terhadap  pelaksanaan pembangunan  dan
pemeliharann prasamna @ir bersih, prasarana sanitasi dan bangunan

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

L mempelajari, memahami dan  melaksanakan  peratoran perundang:
undangan yang berkaitan dengan Engkup tugasnya sebagal pedoman
dalam melaksanakan tugas;

j- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k. membag tugas, member petunjuk, menilai dan mengevahiasi hasil kerja
bawmhan agar pelaksanaan tuges dapat begalan lancar seswai dengan
ketentuan yang berlaku;

L menyampaikan laporan pelaksanaan tugeas danfatau kegiatan kepada
atnman;

m. melaksanakan tugas kedinasan lamnya yang diberikan aleh atasamn.

Paragraf 1
Beksi Sanitasi dan Adr Bersih

Pasal 14

Selmi Samitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melalukan pendataan,

pengkajian, pembangunan dan pemebhaman prasarana air bersih pada

perumahan dan permulkiman rewan air bersib_

Selmi Samitasi dan Air Bersih dalam melaksanalkan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1], memyelenggarakan fungsi-

a. perencanaan kbegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;

c. pembagian tugas dan mengonirod pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi
dan air bersih;
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d. pelaksanann fungsi lain yang diberikan olsh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
i1] Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

[2), Sek=i Sanitasi dan Air Bersih mempunyai urainn tegas:

a. merencanakan, memyusun dan melaksanakan program dan kegintan
Seksi Sanitasi dan Air Bersih;

b. menyesun bahan Bencana Kerjn dan Anggaran (REA)/RKPA, Dokumen
Pelaksannan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Sanitasi dan Air Bersih;

c. melaksanakan Dolbumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA  Seksi
Sanitasi dan Amr Bersih;

d.  melakukan peogumpulan, pemuktahiran dan penyimpanan data sarana
dan prasarana air bersih;

e. melaksanakan pembangunan  bam, perbaikan dan pemeliharaan
prasarana sanitasi, meliputi  penyedinan  jamban kelbsarga bag
masyarakat yang tidak mampu, septic tank komunal, MCE, sistem
saluman air limbah rumah mngge dan industi rumah tangga pada
kawasan perumahan dan permukiman, prasarana persampahan serta
prasarana Instalasi Pengebolaan Limbah Tinga [IPLT);

f. melaksanakan pembangunan baru dan pemeliharaan serta peningkatan
penyediaan  prasarana  air bersth pada kawasan perumahan  dan
permuliman rawan air bersih melabyi program jaringan  perpipaam,
instalnsi pengelolpan air bersih, hidran vmum dan pengelolaan sumber
air bersih lainmya;

g melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung
kegratan kegiatan  penyehatan  lingkungan  sesta peogkajan dan
pemanfaatan air bersih;

h. melalukan pengawasan, pengaturanfpemanfaatan dan pelayanan air
rawan air bersih;

i mengevaluasi pelaksanaan togns dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

j- mempelajari, memahami dan  melaksanakan permturan  perundang
undangan yang berkaman dengan lmgkup tugasnva sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

k. membernkan saran dan periimbangan tebmis kepada atasan;

L membagi tugas, memberi petunjulk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pelaksanpan tugns dapat berjalan lancar se=suai dengan
ketentuan yang berkabo;

m. mn].rnmpml:nn laporan pelaksannan tugas danfatan kegiatan kepada
atasan

n. mln]ﬂ;nahn tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan_

Paragraf 2
Pasal 18
(1] Selsi Pembangunan Gedung Pemernintah mempommai tuges  melakukan
pendatnan dan penyiapan administrasi: pembangunan  gedung/bangunan
pemerintah kota.
(2] Selsi Pembanguman Gedung Pemerintnh dalam  melaksanakan  tugas
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perencanann kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah;
b. pelaksanaan keglatan & belang pembangunan gedung pemerintah;
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan  kegiatan di bedang

pembangunan gedung pemeriniah;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkmit togas dan

fungsinya.
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Berdasarkan tugas dan fungsi sehagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

2}, Selmi Pembanguman Gedung Pemenntah mempunyad uraian tagas:

. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegintan Selesi
Pembangunan Gedung Pemerintah;

b. menyusun balkan Rencana Kerja dan Anggaran (REA]SRKPA, Dioloumen
Pemerintmh;

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi
Pembangunan Gedung Pemerintah;

d. melalkukan pendatpan  terhadap pembangunan  gedung/bangunan
Pemerintmhb Kota;

e melaksanakan pembangunan gedung/bangunan Pemerintah Kota;

f. menyelenggarakan pengelalaan gedung/ bangunan Pemerintah Kata;

g mengevaluasi pelalsanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingleup tugasnya serta mencar albernatdf pemecahannya;

h. mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan perundang:
undangan yang berkaitan dengan lnglup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

i memberikan saran dan pertimbangan teknis kepda atasan;

j- membagl tugas, memberi petunjuk, meniai dan mengevalnasi hasil kegja
bawmhan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlalo;

k. ml:nj':mp:.ilﬂ.n laporan pelaksanaan tugas danfatauw kegiatan kepada
L mdnkmuhntugn:hdnumnhmv:ngd:b:nkﬂnnlzhnm

Paragraf 3
Selkszi Pemeliharnan Geduong Pemerintah

Pasal 16

Sek=i Pemeliharaan Gedung Pemerintnh mempunyai  tugas  melaboudan
pendatnan dan penyiapan administrasi pemelitharaan bangunan fgedung
Femerniah Kota

Sek=i  Pemeliharaan Gedung Pemerintah  dalam  melaksonakan tugas

sehagaimana dimaksud dalam ayat (1], menyelnggarakan fangs:

a. perencanann kegiatan di bidang pemeliharaan gedung pemerintakh;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan gedung pemerintah;

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksananan kegiatan di badang
pemeliharaan gedung pemerintah;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberilkan oleh atasan tedkmit togas dam
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat

2}, Sek=i Pemeliharann Gedung Pemerintah mempunyai uraiam tugas:

. merencanakan, menyesun dan melaksanakan program dan kegiatan Selosi
Pemeliharaan Gedung Pemerintah;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (REA)EEPA, Doloumen
Pelaksanann Anggaran  ([DPA)/DPPA  Seksi  Pemeliharaan Gedung
Pemerintah;

c. melaksanalkan Dokumen Pelaksanaan Angpgaran (DFPA)/DPPA  Selesi
Pemeliharaan Gedung Pemerintah;

d. melalkukan pendatnan terthadap pemeliharann  rehabilitasi
gedungf bangunan dan sarana umum milik pemerintah;

e, melaksanalkan rehabilitasi/pemelibaraan aset gedung/bangunan  milik
Pemerintah Kaota;

f. melaksanakan koordimasi dan pemeliharann  rehabilitasi
bangunangedung pemerintah milik badan usabha atas dasar kerjasama
dengan Pemerintah Eota;
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g- melaksanakan perhitungan taksasi gedung/bangunan;

h. mengevaluasi pelaksannan tugas dan menginventarisas: permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatd pemecahannya;

i mempelajari, memahami dan  melaksanakan  peraturan perundang-
undangan yang herkaitan dengan lngup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

j- memberikan saran dan pertimbangan telknis kepada atasan;

k. membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kega
bawmhan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuni dengan
keteninan yang berlalos;

L menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada
Atnsan;

m. melaksanakan mugas kedimasan kam yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolann Samber Daya Alr dan Dradnase
Fasal 1T

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dminase yvang mempunyal tugas
memyusun, melaksanakan dan mengoomdinasikan lehijakan pemelibaraan,
pembangunan dan pengendalian sumber daya air dan drainase.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase dalom melaksanakan

I.'ugn.-I sebagaimana dimaksud dalam avat |1], menyelenggarakan fungsi:
perencanann kegiatan operasional di bidang pengelolaan sumber daya air
dan drainase;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase;

c. pengoordinasian lkegiatan di hidang pengelolaan sumber daya air dan
drainase;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan
sumbeT daya air dan dramass;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksnd pada ayat (1] dan ayat

(2}, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyal urasan

tu

I.E:::El'ﬂﬂn.ﬂlﬂn. memyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase;

b. menghimpun dan menyusun bahan Renrcana Kerja dan Anggaran
(FKA)/EEPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaman [DPA)/DFFA  Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Draimase;

. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dolumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA]fDFPA Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
dan Dramass;

d. menyusum hahan perumuisan, pelaksanaan dan pengloordinasian
kebifjakan di bidang pembangunan, pemelihamman dan pengendalian
sumber daya air dan dramases;

e melaksanakan pembangunan dan pemelihaman prasarana pengelolaan
sumber daya air dan dramass;

f. melalukan pemantauan sisiem jaringan drainase dan  pelaksanaan
pemeliharaan dan pembangunan prasarana pengelolaan sumber daya adr
dan drainases

g- menyelesaikan permasalaban sistem drainase dan banjir alabat bencana
dengan berkoardinasi dasrah sekitarnya;

h. mengevaluasi pelaksanaan tuges dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencart alternatif pemecahannya;
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i mempelajard, memahami dan melaksanakan  peraturan perundang-
undangan yang berkmitan dengan lngloup fugasnya sehagai pedoman
dalam |:|1.-|'_'I.n.'|ua.|1.a.l:n.|:| tugas;

j- memberilan saran dan pertiimbangan tekms kepada atasan;

k. membag tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaliasi hasil kegja
bawnhan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesunl dengan
ketentuan yang berlak;

L menyampaikan laporan pelaksanpan fugas danfataue kegiatan kepada
Atnsan;

m. melaksanakan tuges kedmasan lainnya yang diberikan ol=h atssan.

Paragraf 1

Fasal 18

(1} Sel=i Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai togas
menyiapkan bahan pembangunan prsamnn pengelolaan sumber daya air dan
drainnse.

(2} Sel=i Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase dalam melaksanalkamn
tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1], menyelenggamkan fungsi:

n. perencanaan kegintan 4i bidang pembangunan sumber daya air dan
drainase;
b. pel:.ha.nn.ml::gmtnndl'bﬂmgpcmhmgtm.m sumber daya nir dan

:-punhng].n.ntugud.mn‘mngpntmlptlﬂlﬂ;nm kegiatan di bedang
pembangunan sumber daya air dan drammase;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olsh atasan tedkait tugas dan
fungsinya.

(@) Berdasarkan tugas dan fungsi sesbhagaimana dimakswud pada ayat (1] dan ayat
(2}, Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyal uraian
tu :
n..g::::r-:nl:n:mhn. memyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi

Pembangunan Sumber Daya Air dan Dirainases;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (REAj/REPA, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran [DPA]/DFPA Seksi Pembangunan Sumber Daya Air
dan Dramass;

c. melaksanakan Dolumen Pelaksanaan Anggaran ([DPA)/DPPA  Selksi
Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainass;

d. mengkoordinir pelaksanaan pembangunan prasarana pengelodaan sumber
daya mir dan drainase;

e. melakukan probangunan prasarana pengelolaan sumber daya air dan
drainase;

f. melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan prasarana
pengelalaan sumber daya air dan drainase;

g- mengsvailnasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalnhan
dilinglup tugasnya serta mencari albernatf pemecahannya;

h. mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraioran perundang-
undangan yang berkmitan dengan lngkup fugasnya schagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

L memberikan saran dan pertimbangan tekmis kepada atasan;

j- membags tugas, memben petunjuk, menilai dan mengevahiasi hasil kega
bawnhan agar pelaksanaan tugas dapat begjalan lancar sesual dengan
ketentuan yang berlak;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan fugas danfatau kegiatan kepada
atnsan;

L melaksanakan tugas kedmasan lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Belsi Pemelibaraan Somber Daya Air don Drainase

Fasal 1%

ilj Sel=si Pemelihaman Sumber Daya A dan Drainase mempunyai fugas
menyiapikan bhahan pemeliharaan dan rehabilitas: prasarana pengelolaan
sumber daya air dan draimase.

(2] Selsi Pemelibarman Sumber Dayva Air dan Drainase dalam melaksanakan
tgas sebagaimana dimalksnd dalam ayat (1], menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiatan di bidang pemelibaraan sumber daya air damn

drainase;

b. pdaharmnkegmtnnd:budmgptmﬂdmun:mh:rdn]ﬂmdm

. punhn.g].nn tugns dan m:&gu-nr.rnl pelaksanaan kegintan di  bidang
pemeliharaan sumber daya air dan drainase;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

i3] Berdasarkan tugas dan fungsi sesbagammana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

(2, Seksi Pemeliharann Sumber Dayva Air dan Drainase mempunyai uraian

fugas:

a. merencanakan, menywsun dan melaksanakan program dan kegiatan Selkesi
Pemelibaraan Sumber Daya Air dan Draimase;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (REA]SREPA, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA]fDPPA Seksi Pemelthaman Sumber Dava Air
dan Drainase;

c. melaksanakan Dolumen Pelaksanann Angpgaran  ((DPA)SDPPA  Seksi
Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainnse;

d. mengkoordinir pelaksanann pemelbaraan dan  rehobilitasi  prasamnn
pengelolann sumbser daya air dan droinase;

e melakukan pemeliharann dan rehabilitasi prasarana pengelolaan sumber
daya air dan drainass;

f. melakukan pemantauan  pelaksonaan pemeliharaan dan rehabilitas:
prasarana pengelolaan sumber daya air dan drainass;

g mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalaban
dilingkup tugasnva setta mencari alternatid pemecahanmya;

h. mempelajari, memabami dan melaksanalan  peraturan perundang:
undangan yvang berkaitan dengan lingkwp tugasnya sehagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

L memberikan saran dan pertimbangan telmis kepada atasan;

j- membag tugas, member petunjuk, menilai dan mengevahasi hasil kemja
bawnhan agar pelaksanaan tuges dapat berjalan kancar sesiai dengan
keteniuan yang berlako;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau lkegiatan lepada
atasan;

L melaksanakan tugas kedinasan laim yvang diberikan oleh atasan.

a
Seksi Pengendalion Sumber Daya Alr dan Drainase
Pasal 20
il] Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas
menyiapian bahan pengendalian prasarana sumber daya air dan dminase.
i3] Selsi Pengendalian Sumber Daya Air dan Dramase dalam melaksanakan tagas
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggaralmn fungsi:
a. perencanaan kegiatan di hidang pengendalian suomber daya ar dan
drainase;
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(8 pmhn.g].n.n tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang
pengendalian sumber daya air dan drainase;

d. pelaksanann fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkmit tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sehagammana dimaksud pada ayat (1] dan ayat

(2, Seksi Pengendalinn Sumber Daya Air dan Dmainase mempunyai urasan

tugns:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanalan program dan kegiatan Seksa
Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainass;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (REA)fREEPA, Dokumen
Pelakzanaan Anggaran [DPA)/DPPA Seksi Pengendalian Sumber Dava Air
dan Dramase;

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaanm Anggaran [DPA)DPPA  Seksi
Pengendalian Sumber Daya Air dan Diradmase;

d. menyiapkan bahan pml:url.n.m penyulubhan dan pengembangan teknaologs
sumber daya air dan dramass;

e. melalukan prmantanan pada sisiem jaringan drinase;

[. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisas: permasalahan
dilinglup tugasnya serta mencari alternatf pemecahannya;

g- mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang hberkaitan dengan lngloup fugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

h. memberikan saran dan pertimbangan tekmis kepada atasan;

i membagl tugas, memberi petunjuk, meniai dan mengevaliasi hasil kerja
bawmhan agar pelaksanaan tugas dapat beralan lincar sesaai dengan
ketentuan yang berlalo;

j- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada

minsman;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan.
Bagian Heemam
Bidang Bina Teknik
Pasal 21

Bidang BEina Telnik mempunyai togas menyusun, melaksanalkan dan
mengoondinasikan  kebijakan perencanaan dan desain, pengawasan dan
manajemen konstruks: serta pembinaan jasa konstreksi

Bidang Hina Teknik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksod dalam

ayat [1), memyelenggarakan fungsi-

a. perencanaan kegiatan operassonal di bidang bina teknik;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina telomilk;

. pengoordinasian kegiatan di hidang hina teloikc

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bédang bina tekmik;

e, pelaksanann fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkmit ogas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sehagamana dimaksud pada ayat (1] dan ayvat

[ib Bidang Bina Teknik mempunyai uraian tugas:
mersncanakan, memyosun dan melaksanakan program dan  kegiatan
Hulang Bina Teknik;

b. menghimpun dan menyusun bahan FRencana HKerja dan Anggaran
(RKA)/BEKPA, Dolumen Pelaksamaan Anggamn (DPA]fDFPA Bidang Bina
Tekmil;

. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen
Pelaksanann Anggamn (DPA)/ DPFPA Bidang Bina Teknik;
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d. melaksanakan perencanann dan pengawasan teknis prasarana jalam,
sumber daya air, dan gedung/ bangunan pemerintah kota;

e. melakukan survey, pengukuran dan pendataan dalam ranghka perencanaan
dan desain jalan dan jembatan, prasamna air bersth, saniasi dan
bangunan pemerintah serta prasarana sumber daya air, drainase, dan
lampu jalan;

f. melalukan pengawasan, pembinaan, pelatihan, bimbingan telnis dan
penyuluhan jasa konstruks: di tinglkat kota;

g- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisas: permasalahan di
linglup tugasnya serta mencan aliernatif pemecahannya;

h. mempelajars, memahami dan  melaksanakan  peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lngloop tugasnya sehagal pedoman
dalam melalksanakan tugas;

L memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j- membag tugas, memben petunjulk, meniai dan mengevaluasi hasil kegja
bawnhan agar pelaksanaan tugas dapat beralan lancar sesuai dengan
keteninan yang berlalo;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada
atnsan;

L melaksanakan tugas kedinasan lamnya yvang diberikan al=h atasamn.

1
Beksi Perencanaan dan Desain

Pasal XX

(1} Seksi Perencanaan dan Desain mempunyai tugas melakukan pendataan,
survey dan analisa perencanann teknis  jalan dan jembatan, prasamna
ingkungan permuliman, sumber daya air dan drainase.

(2} Sel=mi Perencanaan dan Desaign dalam melaksanakan tugas sebagamana
dimalesud dalam ayat (1], menyelenggaralkan fungsi:

a. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan dan desain;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan desain;

c. pembagian tugas dan mengonimol pelaksanaasn  kegiatan di badang
perencanaan dan desain;

d. pelaksanann fungsi lain yang diberiknn olsh atasan terkait tugas dan
fungsin

Wik,

(3} Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat

[2), Seksi Perencanaan dan Desaign mempunyad uraian tugns -

a. merencanalan, memyosun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Perencanaan dan Desain;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (REA)FREPA, Doloumen
Pelak=anaan Anggaman [DPA)/ DPPA Seksi Perencanaan dan Desaing

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA  Seksi
Perencanaan dan Desain;

d. melalukan survey, investigasi dan desain pronanganan jalan dan pmbatamn,
prasarana lngkungan permukiman, sumber daya air dan drainase;

e, melalmkan pendataan dan penyusunan harga satuan polodk leegiatan;

f. menyusun dolumen perencanaan telmis jalan dan eEmbatan, prasarama
lingkungan permukiman, sumber daya air dan drainase;

g melalmkan pembahasan dan evaheasi justifilkasi telomis;

h. menyusun proritas penanganan  jalan dan  jembatan, prasamma
linglungan permuliman, sumber daya air dan drainase;

i mengevaluasi pelaksanaan tugas dan ml:l:l.g:l.l:llrntn.rl.la.'l.l permasalahan
dilingkup tugasnva seria mencari altermatf pe

j- mempelajari, memahbami dan  melaksanakan p-:rnl.'u.rm perundang-
undangan yang berdmitan dengan lngloop tugasnyva sehagal pedoman
dalam melnksanakan tugas;
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memberikan saran dan pertimbangan tekmis kepada atasan;

membagl tugas, member petunjuk, meniai dan mengevahlas: hasil kea

bawmhan agar pelaksanaan tugns dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berlalos;

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatan kegiatan kepada
atasan;

n. melaksanakan mgas kedmasan lam yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Selesi Pengawasan dan Manajemen Konstroksi
FPasal 23

Fr

(1] Seksi Pengawasan dan Manajemen Eonstroksi mempunyai tugas melaloulcan
pengawasan terhadap penyelenggaraan dan  tertib pemanfaatan jasa
komstruksi.

(] Seksi Pengawasan dan Manajemen Eonstruksi dalam melalsanakan toegas
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1], menyelenggaralan fungsi:

a. perencanann kegiatan di bidang pengawmsan dan manajemen konstruksi;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengavmsan dan manajemen konstrolesi;

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaoam kegiatan di badang
pengawasan dam mn:m_]-.-.men loonstrlsi;

d. pelaksanaan fungsi lain yang dibernkan oleh atasan terkmit tugas dan
fungsinya.

i3] Berdasarkan tugas dan fungsi schagammana dimaksud pada ayat (1] dan ayat
[2), Seksi Pengnwasan dan Manajemen Konstruksi mempunyal uraian tagas:

a. merencanakan, menyesun dan melaksanakan program dan kegiatan Selkosi
Pengawasan dan Manajemen Komstrbos;

b. meoyusun balan Bencana Kerja dan Anggaran (REA)EEPA, Doloomen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengawasan dan Manajemen
Konstrulesi;

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaanm Anggaran (DPA)/DFPA  Seksi
Pengawasan dan Manajemen Komstrbos;

d. melakukan pengewasan terhadap pelaksanaan penanganan jalan dan
jembatan, prasarana lngkungan permukiman, sumber daya amr dan
drainase;

e menyusun dokumen pengawasan teknis  jalan dan jembatan, prasamna
linglungan permukiman, sumhber daya air dan drainase;

f. melakukan survey dan pengukumn terhadap lokasi rencana pmm&.n.ta.n
jalan dan jembatan, prasarana linglungan permukiman, sumber dava air
dan drainase;

g- menyiapkan bahan pemberian rekomendasi telknik pemaniaatan jalan dan
jembatan, prasarana lngkumgan permukiman, sumber daya air dan
drainase;

h. memberikan petunjuk teknis dalam hal pemanfaatan jalan dan embatamn,
prasarana lingkungan permukiman, sumber daya air dan drainass, untuk
pemasangan utilitas;

L melalmkan peogawasan terhadap pemanfaatan jalan dan  jembatam,
prasarana mgkungan permukiman, sumber daya air dan drainase;

j- melakukan pendataan dan dentifikasi prasarana wtilites dan bangunan
yvang berada di jalan dan jembatan, prasarna lingkungan permuakiman,
sumber daya air dan dramase;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventasisas: permasalahan
dilinglup tugasmya serta mencari alternatd pemecahannya;

L mempelajari, memabami dan melaksanakan  peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lngkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

m. memberikan saran dan pertimbangan telmis kepada atasan;
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(1)

(3

membags tugas, memben petunjuk, menidai dan mengsvaluasi hasil kegja
bawnhan agar pelaksanaan tugas dapat befalan bncar sesuai dengan
keteninan yang berlak;

menyampaikan lapoman pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada
mtnman;

melaksanakan tugas kedinasan lam yvang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sxksl Pembinaan Jasa Konstruksl

FPasal 24

Sek=si Pembinaan Jasa Honstroksi mempunyai tugss menyinpkan bahan
pengembangan dan peninglkatan jasa konstrolesi

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas schagaimana
dimaksud dalam ayat (1], menyelenggarakan fungsi:

i.
b.

.

d.

perencanann kegiatan di bidang pembinaan jasa konstmalkss;

pelaksanann kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi;

pembagian tugas dan mengonirol pelaksanaaan kegiatan di bedang
pembinaan jasa konstrulksi;

pelaksanann fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait fogas dan
fungsinva.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat
[2), Selsi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyal ummian fugas:

k.

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Selosi

Pembinaan Jasa Konstrukss;

menyusun balkan Bencana Kerja dan Anggaran (REA)REPA, Doloumen

Pelak=anann Anggaman [[PA)]/DPPA Selosi Pembinaan Jasa Konstrlsd;

melaksanakan Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)DPPA  Selsi

Pembinaan Jasa Konstrukss;

menyinpkan bahan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenags

ahl konsiruksa;

menyelenggarakan sistem nformasi jasa konstriksi cakupan dasmah kota;

melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan feknis dan penyuluhan jasa

komstruksi di tingkat kotas

melakukan pengawasan tertib wsaha, tertib penyelenggaraan dan tertib

pemanfaatan jasa lonsiruksi di tmgiat kota;

melakukan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Honstruksi dan

msoEinsl jasa konstruks: timghat kota;

melakukan pembinann, pengendalian dan pengawasan izin usaha jasa

komstruksi nasional [non kecil dan kecil|;

menyinpkan bahan peningkatan ]-l:-:mnmpum teknalogs, penggunaan dan

nilai tnmbah jasa dan produk dalam negert di tmghkat kota;

mengevalnasi pelaksamaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

dilingkup tugasnya serta mencari albernatid pemecahanmya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lngkup tugasnya sehagai pedoman

dalam melaksanakan tugas;

memberilan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membags tugas, memben petunjuk, menidai dan mengevaluas: hasil kegja

bawmhan agar pelaksanann tugns dapat berjalan lancar seswai dengan

krteninan yang berlako;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada
ALRmAn;

melaksanakan tuges kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Hetujuh
Eerlompok Jabatan Fongsiomal

Fasal 28

Eelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melabulkan kegiatan seswai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang herlakon.

Eelompok Jabatan Fungsioan] terdin atas ssjumbah jabatan l’ungll.nn.ﬂ VRng
terbagi  dalam bﬂ'hn,g:n.l. ]c:]-u-mpul’. jabatan fungsional seswai dengan
keahlianmya dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang  tenaga

fungsiomal semiar.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebuwtuhan, sifat, jenis dan
beban ketja.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 26

i linglungan Dinas Pekerjaan Umum dapat dibeniuk uni pelaksana teknis
berdasarkan ketentuan peraduran perundang-undangan yang berlalon.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi sera tata kerja unit
pelaksana teknis ditetapkan dengan Pemiuran Walikota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilonsultasikan secam
tertulis dengan Gubsrmur.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

Seloetariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seomang selkretaris dan
kepala bidang vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala
dinas.

Subbagian dan sek=i masing-masing dipimpin oleh ssorang kepala yang
berada di bawah dan bertanggungiawab kepada seloetaris danfatau kepala
bidang.

Fasal 28

Apabila kepala dinas berhalangan melaksanakan tegasnoya, maka kepala dimas
dapat menunjuk sekretars atau salah seorang kepala bidang untuk mewalkili.

Fasal 29

(1} Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpiman dan umit ketja dan kelompok

jabatan  fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam linglungan masing-masing maupun antar unit kemja
di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luwar dinas sesuai dengan
tgns masing-masing.
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13

[4)

15

Setinp pimpinan unit kerjn dalam lingkungan satuan kerja bertanggung)anats
memimpin - dan  mengoordinasikan  bawahanmm = masing-masing  dan
memberikan bhimhbingan sertn petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan  tegas
bawahan.

Setinp pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk -petumjuk
dan bertanggumg jawab kepada atasan masing-masing dan menyampatkan
laporan berkaln tepat pada waktumya.

Setinp laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dan bawahan, wajib
diolah dan dipergunakan sehagai bahan untuk penyusunan laporan kehih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan
laporan wajib disampaikcan pula kepada unit kega lain yang secam fumgssonal
mempunyai hubungan kerja.

BAR W
HETENTUAN PENUTUF

Fasal 30

Pada saat Peraturan Walikota i mublai berlaku, maka Peraturan Walikota
Makmssar Momor 11 Tahun 3014 tentang Uraian Toeges dan Fungsi Jabatan
Struktural pada [Dinas Pekerjpan Umum Kotn Mokassar dicabut dan dinyatalean
tidlak berlakou.

Fasal 31

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundanglan.

Agnr setiap omng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kota Malassar.

Dritetaplkan di Makassar
pada tangpal 2 Desember 2016

WALTHOTA MAKASSAR,

Diundanglkan di Makassar
paila tanggal 2 Desember 2006

EEEKRETARIE DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

HERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 84 TAHUN 32016
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LAMPIRAN SK TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
PENYELENGGARA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PEKERJAAN UMUM

JI. Urip Sumohario No. 8 Makassar. Telp Fax 041 1-336032

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAEKASSAR
Nomor : 82/Dinas PU/690/Tahun 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE Il KEGIATAN PENGELOLAAN DAN
"KABUPATEN/ KOTA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN |
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBANG SPAM JARINGAN
PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN PADA PAKET PEKERJAAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN ARSINUM
SISTEM SWRO PULAU BARRANG LOMPO DAN PAKET PEKERJAAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN
SISTEM SWRO PULAU LUMU.LUMU KEL. BARRANG CADDI
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a bahwa unmuk menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan
Pengelofaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
ISPAM) i Daerah Kabupaten/ Xota Sub Kegiatan
Pembangunan SPAM Janngan Perplpaan DI Kawasan
Perkotaan pada paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pengolahan ARSINUM Sistem SWRO Pulau Barrang
Lompo dan paket pekenaan Pembangunan Sarmana dan
Prasarana Pengolahan ARSINUM Sistem SWRO Pulau Lumu-
Lumu Kel Barrang Caddi, maka perlu menunjuk dan
menetapkan Tim Perstapan dan Tim Pengawas Penyelenggara
Swakelola Tipe 1I;

b. bahwa pejabat/pegawal yang namanya tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini, dianggap mampu dan cakap
untuk melaksanakan tuges sebagai Tim Persiapan dan Tim
Pengawas Penyelenggara Swakelola Tipe [ Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Di Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dk Kawasan
Perkotaan pada paket pekenaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pengolahan ARSINUM Sistem SWRO Pulau Barrang
Lompo dan paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pengolahan ARSINUM Sistern SWRO Pulau Lumu.
Lumu Kel. Barmang Caddi Kota Makassar Tahun Anggaran
2022;

c. bahwa berdasarkan perumbangan huruf a dan hurup b di
atas, maka periu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingka: [ di Sulawesi (Lembaran Negeri Republik
Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Negara Republik Indonesta
Nomor 1822)
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2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1% tentang
Penyelenggaraan Negarn yang Bersih dan Bebas dan Komipsi,
Kolusi, dan Nepotisme [Lembaran Negarma Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Megam Bepublik
[ndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah divbhah dengan
dengan Undang-undang Nomaor 30 Tabun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Eoropsi (Lembammn Megara Republik
[ndonesia Tabmn 2002 Nomor 137, Tambaban Lembsaran
Negara Republik Indonesia Momor 42500;

3. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara [Lembaran Negara Republie Indonesia Tabun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Momor 4355 sebaganimana telabh divbah dengan Undang-
Undang Homor 2 Tabun 23020 tentang Penetapan Peratinan
Pemeriniah Pengganti Undang = Undang Nomor 1 Tahon 200200
teniang EKehijakan Kemangan Negara dan Stabilitas Sistem

unfuk Penanganan Pandemi Corore Vins Disease
219 COVID-1%9 dan/ atay dalam HRangha Menghadapi
Ancaman  yvang Membahayalkan Perekonomian Mesional
dan atan Stabilites Sistem Heuangan (Lembaran  Negara
Repuhlik Indicmeemin Tahum 2020 Nomor BT,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Bomor G485%);

4. Undang-Undang Momor 15 Tabun 2004 Tentang Pengebolaan
ngjawahan Kenangan Daerah [lembaran B
Bepublik Indonesia Tabun 2004 BNomor 66, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400]1;

. Undang-Undang Momor 12 Tahon 2011 tentang Pembentukan
Pernturan Perundang:Undangan (Lembaran Wegara Repuhblilk
[ndomesia Tabnin 3011 Nomaor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5234) schagaimana tefabh diubah
dengan Undang-Undang MNomar 15 Tahun 2019 tentang
Perubnhan ates Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011
tentang Pembentulan  Peratran Penmdang-Undangan
[Lembaran Hegara Republik ndomesia Tabnin $01% Moemor 183,
Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 6358);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah |Lembaran Megara Republik ndomesin Tabun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587) sehagaimana tfelah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Momor 11 Tahun 3020 tentang Cipta Kerja
[Lembaran Negara Republik ndonesin Tabun 5020 Nomaor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 6573);

7. Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerntahan (Lembaran Negara Republie Indonesia Tabun
3014 Nomor 252, Tambahan Lembaran Megara Repuhblilk
[ndomesia Nomor S6031);

4 Pernmuran Pemerintah Nomor 51 Tahon 1971 tendang
Perubhahan Bates:-hatas Daerah Kotamadya Malkassar dan
Eabupaten-kabupaten Gown, Marmes dan Pangkapmes dan
Eepubman Dalam Lingkungan Daerah Provinsi  Solawesi
Selatan (Lembaran Megama Republik [ndonesia Tabun 1971
Momor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 2070)
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9. Peramuran Pemerntah Nomor B6 Tahoun 19999 fentang
Perubahan Nama Kota Upung Pandang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wiknmah Propinsi Sulawesi Sdatan (Lembaman Megam
Republik Indomesia Tabun 199949 Nomor 193);

10. Peraturan Pemerintah Nomsor 122 Tabun 201 % tentang Sistem

i Air Minum {Lembaran Megara Republik Indonesia

Tabun 2015 HNomor 2345, Tambahan Lembaran Megara
Republil ndomesin Nomor S803);

11. Peramuran Presiden Nomor 12 Tahon 2021 tentang Perobahan
ates Peraturan Presiden MNomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah [Lembaran Negam

Republik Indomesia Tabnn 2021 Nomor 63);

12, Peramuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Fembentukan Produk Hulom Daesrah (Berita Megara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2030) sebagaimansa
telah dinbah dengan Peramuran Menteri Dalam Negeri Momaor
120 Tahun 3018 tentang Perubahan ates Peraturan Menteri
Dalam Megeri Momor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Dasrah [Herita MNegara Republik Indonesia
Tabun 3618 Momor 157);

13. Peramuran Menteri Dalam Negeri Nomaor 77 Tahun 20240
tentang Pedoman teknds Pengeloleaan Heuwangan Daerabh
[Berita Megama Bepublik Indonesia Tabmn 2020 Nomor 1781);

14, Peramuran Menter Dalam Negeri Republik ndomesia Komor 1040
Tabun 2018 Temtang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
[Berita Megama Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 15404;

15, Pernturan Menteri Peketjean Umum Republik Indonesia Momor
DIV PRT/M 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaam
Air Minum |[Bervta Negara Republik Indonesia Tabun 3016
Momor 1154

16, Peramuran Menteri Pelerjaan Umum dan Perumahan Rabkopat
Republik Indonesia Momor 4 Tabun A020 Tentang Prossdur
Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyedinan Air
Hjl.Eum {Berita Megara Republik Indonesia Tahon 2020 Nomor
L0

1¥. Peraturan Llembaga Hebijakan Pengadaan BHarang/.Jasa
Pemerniab Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakebola
[Berita Megara Bepublik Indonesia Tabun 2021 Nomor 485j;

18, Pernmuran Daesrah Eota Makassar Nomor 08 Tabon 3016
tentang Pembenmbkan dan Susunan Peranghkat Dasrah Kot
Makassar |[Lembaran Deerah Bota Makassar Womor § Tahun
B016)

19, Peramuran Daerab (Perda) Nomor 8 Tabun 2021 Tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tabun
222 {Lembaran Daerah Kota Makassar Tahuon 2021 NMomor 8);

20, Pernturan Wallkoota Makassar Momaor 106 Tabun 5021
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanga Dasrah Kaota
Makassar Tahun Anggaran 2022 [(Berta Daerah Kota
Makassar Tabun 3021 Nomor 108]).
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MEMUTUSHAN

Menetapkan : HEPUTUSAN HEPALA DINAS PEEKERJAAN UMUM HOTA
MAKASSAR TENTANG PENUNJUHAN DAN PENETAPAN TIM
PEREIAPAN DAN TIM PENGAWAS PENYELENGGARA
EWAKELOLA TIFE 1[I HEGIATAN PENGELOLAAN DAN
mwmummmmmqmm
DAERAH HABUPATEN/HOTA SUB HEGIATAN

LUMU-LUMU KEL. BARRANG CADDI KOTA MANASSAR TAHUN
ANGGARAN 200EE,

PERTAMA : Meminjuk dan menstapkan Pejabat | Pegawal tersebut sebagad Tim
Persiapan dan Tim Pengawas Peoyelenggara Swakelola Tipe [
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyvedinan Air
Minum |S5PAM| i Desrah Kabupaten! Kota Sub HKegatan
Pembangonan SPAM Jaringan Perpipaan Di Eawasan Perkotaan
pada paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan  Prosarans
Pengolahan ARSINUM Sistem SWRO Pulan HBarrang Lompo, dan
paket peletjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan
ARSINUM Sistem SWEBD Pulan Lumu:Lomnm Kel Barrang Caddi
Eota Makassar Tahon Anggaran 2022 sehagaimana daftar
terlampir.

KEDLA : Menetapian Tuges dan Tanggung Jawab Tim Persiapan dan Tim
Pengawas Penyvelenggarn Swalebola Tipe I berdasarkan DPA Dinas
Peloerjman Umum Hota Madmssar Tahun Anggaran 200

KETIGA : Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Eewenangan Tim Persiapan
dan Tim Pengawas Penyelenggara Swakelola Tips [0 Hegiatan
dan Pengembangan Sisiem Penyediaan Alr &imom
|5PAM] Di Daerah Eabupaten /Kot Sub Hegiatan Pembangunan
SPAM Jarmgan Perpipaan Di Hawesan Perlootnan pada paket
pelkemaan Pembangunan Samna dan  Prasarana  Pengolahan
ARSINUM Sistem SWRO Pulau Barmang Lompo dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Pengolaban ARSINUM Sistem SWRO Pulay
Lomu:Lumy Kel. Barmang Caddi Kota Makessar Tahun Anggaran
2022 adalath
1) Tim Persiapan
Tim Ferstapan melalokan mges | menyusun rencana oegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya yang melipuo -
a. Melalukan review ntas Kernngha Acuan Eerja (KAK) ynito
menyesuaikan  KAK  perencanaan swakelola  dengan
anggaran vang tercanin dalam DPA
b. Memusun  persigpan  tekmis  dan  penyinpan  meoode
pelalmanaan kegiatan.
. Memusun  daftarfsorukiar - rencana kegiatan  ([(Work
Brealdosm Structure) yvang akan dilalsanakan.
d. Mermc jadwal pelaksanan kegiatan/sub kegiatan/ output
dengan lostentisan 2
- Menestapkan walkiu dimulainys hingga berakhirnya
pelaksanaan swakelola dan )/ atan;
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KEEMPAT

KELIMA

- Menstapkan jadwal pelaksanaan swalkelola berdasarkan
kebutuhan dalam EKAK termasulc jedwal pengadesan
barang/ jasa yang diperfulan.

2. Meryusun detall rencana kebwinhan dan biaya.

Ciafi tenagn tekmds, upah tenagan  kerja, |honor
narasumber, dan homaor tim penyelnggara swakelola;
Biaya bahan/material termasuk  peralatan suko
cadang (apabila diperiukani;

Einya jasa lainnya japabila diperhukan) danfata;

Einya lninmyn wyang dibutohkan. Contoh @ Biaya
perjalanan, rapat, kominikesi dan laporan.

f. Meoyusun rencana total blava secama r.|.|:|-|:|.d.=.|.n:r|:|| reTLCAnE
binya bulanan danfatan bisya mogguan tidak
melampani pagy anggaran yang telah dumptnn dialam
DPFa

g Memusun rencana penyerapan binya mingguan dan biaya
bulanan

h. Menghiung penyediaan ketumhan tenaga kerja, samna
prasaranafperalatan dan  material fbahan  dilaksanakan
dengan pengadaan I:I'I.EI.H.I'I.II. penyedia dan ) atan_

kontrak terpisah yang meliput HPS, rancangan kbontrad,
dan spesifikasd telnis fKAK.
2y Tim Pengawas
Tim Pengawns melaksanalan mugas pengawasan administrasi.
teknis, dan keuangan sejak persitapan, pelaksanaan dan
penyerahan hasil pekerjaan vang melipot -
a. Verifikasi adminisitasi dan dolomentasi serta pelaporamn.
b. Pengawasan telnis pelaksanaan dan hasil swakelola wntuk
mengetahni realisasi fisik melipos :
- Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- Pengawasan Penggunaan  tenaga  keTja, sarana
prasarans fperalatan dan materialf baham;
n pengadaan barangoasa lika adaj.
. F'Enp.mmn Tertib administrasi keuangan
Berdasarkan hasil pengawasan, tm pengawas melalukan
evaluasi swakelola. Apabila dalam evaluasi  divemukan
penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan
relomendasi kepada PPE, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana
unmuk segera mengambil tindakan korekonid.

Kepada tim sebaguimana dimaksud peda Dikiom  EESATU
bertindak selaku Tim Teknds sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlakm.

Segala biaya yang timbul sebubungen dengan  pelaksanaam
kepriusan  ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Bslanja Dasrah (AFBIN Hota Makassar Tahun 2022 melaboi DPA
Dinas Pekerjman Umum Hota Makassar Bidang Prasarann dan

Bangunan Pemerintzh pada Hode Rekening 1003003 2.01.03.
5. 1.02.04. 01 0003,
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KEEMAM : Kepurusan ini herlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apahila dikemsdian hari terdapat kekelimuan dalam
penetapan  epufusan  ind, maka akan  diadalmn  perbailan
sebhagaimana mestnya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 10 Mei 2022

KEPALA DINAS,

ZUHAELE] FUBIE, ST, MT.
: Pembana
HIP. 19770707 200212 2 011

Tembusan dissmoalian Repads Vil .
1. Walilkoia Makassar [sebagal baporan|;
2. Kepala Badan Peogelalnan Keoangan dan Aset Eoth Makasaar di Makassar;

3. Kepala Inspsktorar Kota Makassar di Makassar,
4. Yang bersangloaan unmik dilaksanakan:

5. Pertinggal.
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LAMPIRAN : SURAT EEPUTUSAN HEPALA DINAS PEEKERJAAN UMUM
EOTA MAHASSAR TAHUN ANGGARAN 3003

Namar = 82/Danas PU 690/ Tabun 2022
Tanggal : 10 Mei 2022

FENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN TiM PENGAWAS

FENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE 11 EEGIATAN PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN ATR MINUM [SPAM) DI DAERAH

EABUPATEN/HOTA SUB HEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN
PERPIPAAN DI KAWASAN PERHOTAAN PADA PAKET PEKERJAAN
FEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN ARSINUM
SISTEM SWRO PULATU BARRANG LOMPO DAN PAHET PEKERJAAN
FEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN ARSINUM

SISTEM S5WRO PULAU LUMU-LUMT EEL. BARRANG CADDI
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 0rz3

1. | Ambareaty, 5T Tim Tekmis Hetia
Nip - 19720800 200604 2 002

2. | Alsyiyah, 5T Tim Teknis Sekretaris
Mip: 19731119 2000 2 DO
3. | Imi, 5T Tim Teknis Anggoda
Mip: 19TE100] HOH01 1 007
4, | Achmad Yusran FPengawng Lapangan Pl Anggoia
Lasreia - L Kel Barmaag
Caddi
5. | Vuswardl Harmbdi, 5508 Pergawas Lapengan Pulan Anggota
Buareany Losnps

Diitetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 Me: 2022

KEPALA DINAS,

ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT.
Pangkat : Pembina
MIP. 19770707 2002022011
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LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PEKERJAAN UMUM

NS 1. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar Telp/Fax : 0411-436932

SURAT KETERANGAN
Nomor : 59.2/ Dinas PU/070/111/2023.

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT

Nip : 19770707 20012 2 011

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Menerangkan bahwa Mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : NURUL ALFIANI
Nim : E051191072
Program Studi : Tlmu Pemerintaha / UNHAS Makassar

Benar yang bersangkutan terscbut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Makassar, dengan Judul " PERAN PEMERNTAH DAERAH DALAM
PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA
KOTA MAKASSAR”, untuk dipergunakan dalam rangka Penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Maret 2023

: Pembina
: 19770707 2002122 011
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KELURAHAN UNTIA

KECAMATAN BIRINGKANAYA
Sekretariat : JI Singapura Salodong Nol Tip. Kode Pos 90243  Makassar

SURAT KETERANG
Nomor : 148 / 30/ KU /V / 2023

Yang bertanda tangan di bawah Ini Lurah Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
menerangkan bahwa:

Nama : NURUL ALFIANI
NIM / Jurusan : 051191072 / llmu Pemerintahan
Judul Penelitian :“Peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Bersih di

Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”.

Benar nama tersebut di atas telah Melakukan Kegiatan Penelitian di Kelurahan Untia
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang telah terhitung Mulai Tanggal 24 Maret s/d
13 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Makassar, 09 Mei 2023

NIP : 19920117 201406 1 001
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LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA
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